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Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memastikan bahwa pelayanan
kepulangan jamaah haji di debarkasi Kota Pangkalpinang berlangsung aman dan tertib. Proses ini juga dipastikan sesuai
dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel, Kgs Chris Fither, menyatakan bahwa observasi lapangan dan dialog
langsung dengan jamaah menjadi metode utama dalam penilaian ini. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran
komprehensif mengenai kualitas pelayanan yang diterima selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan ibadah haji pada fase debarkasi, memastikan
proses pemulangan jamaah aman. Ombudsman hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,
termasuk pada fase debarkasi yang menjadi bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji.

Evaluasi Positif Pelayanan Haji 2026

Secara umum, hasil pemantauan Ombudsman Kepulauan Babel menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun
2026 telah berjalan dengan baik dan memuaskan. Mayoritas jamaah haji yang diwawancarai secara langsung menyatakan
kepuasan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Para jamaah secara khusus mengapresiasi fasilitas konsumsi yang dinilai memadai selama proses ibadah haji. Selain itu,
kesigapan petugas haji dalam memberikan pelayanan dan pendampingan juga menjadi poin positif yang banyak disoroti.

Kepuasan jamaah ini mencerminkan upaya maksimal dari penyelenggara haji dalam memenuhi kebutuhan dasar dan
kenyamanan. Hal ini merupakan indikator keberhasilan dalam fase keberangkatan hingga kepulangan.

Aspek Perbaikan pada Fase Debarkasi

Meskipun penyelenggaraan haji secara keseluruhan berjalan baik, Ombudsman Babel tetap mendorong perbaikan pada
fase debarkasi. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik yang semakin tertib, inklusif, dan berorientasi pada
kenyamanan jamaah.

Berdasarkan observasi lapangan dan masukan dari jamaah, beberapa aspek di fase debarkasi masih memerlukan
perhatian serius. Salah satunya adalah mobilisasi jamaah dari Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang menuju Asrama
Haji Provinsi Kepulauan Babel.

Proses mobilisasi ini dinilai belum sepenuhnya tertib, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan bagi para
jamaah. Selain itu, ketersediaan sarana pelayanan khusus bagi kelompok rentan, seperti kursi roda, masih perlu
ditingkatkan secara signifikan.

Dua masalah krusial lainnya adalah proses pengumpulan dan pembagian koper jamaah yang belum optimal, serta



penataan area penjemputan. Perbaikan pada area penjemputan diperlukan guna menciptakan arus penjemput yang lebih
tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

Komitmen Ombudsman untuk Peningkatan Berkelanjutan

Catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Babel ini merupakan bagian dari upaya perbaikan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini bukan semata-mata mencari kekurangan penyelenggara haji, melainkan
untuk meningkatkan standar.

Pengawasan kepulangan jamaah haji ini merupakan bagian integral dari pengawasan penyelenggaraan ibadah haji pada
fase debarkasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pemulangan jamaah berlangsung aman, tertib, dan
sesuai dengan standar pelayanan publik.

Pelayanan haji merupakan pelayanan publik yang kualitasnya harus senantiasa dijaga, mulai dari fase keberangkatan
hingga kepulangan. Ombudsman hadir untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,
termasuk pada fase debarkasi.

Kehadiran Ombudsman dalam proses ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
jamaah haji. Ini juga menunjukkan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
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